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BABI 

PErNDAHULUAN 

1. Permasalahan : Latar Bel~kang dan Rumusan 

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum 

setiap aktifitas dan kepentingan warga negaranya diatur dan dilindungi oleh 

hukum. Maksud dari pengaturan dan perlindungan tersebut adalah agar tercapai 

suatu ketertiban dan keamanan p~da negara sehingga akan tercapai kesejahteraan 

ummn. 

Salah satu us aha untuk menaapai kesejahteraan umum tersebut yaitu dengan 

terjaminnya kesehatan bagi masrarakat baik jasmalli mauplill rohani karella 

kesehatan besar artinya bagi pengembangan dan pembinaan sllmber daya 

manusia, sehingga dengan begitu setiap warga negara akan dapat betaktifitas 

dengan maksimal karena tanpa peran serta warga masyarakat mustahil 

pembangunan bangsa dapat terlak$ana. 

Oleh karena itu upaya untuk menggerakkan peran serta masyarakat perlu 

senantiasa ditingkatkan dan ditpantapkan. Salah satu bentuk peran serta 

masyarakat yang discbulkan dalam Sislcm Kcschalan Nasional (SKN) ialah 

pengobatan tradisional yang meliputi cara pengobatan, pengobatan serta obat 

tradisional. 1 Tujuan lmtuk mencapai kesejahteraan umum tersebut sesuai dengan 

cita-cita bangs a Indonesia sebagC\imana dimaksud dalam Pembukaan Undang-

I Analisa Dan Evaluasi HukVm tentang Perlindungan dan Pengawasan Terhadap 
Pemakaian Obat TradisionaI, Badan ~embinaan Hukum NasionaI Departemen Kehakiman, 
1993/1994, h. 1. 

1 
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Undang Oasar 1945 yaitu meli~dungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kebidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdaqlaian abadi dan keadilan sosial. Hal ini sesuai 

dengan definisi kesehatan yang diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1992 

tentang Kesehatan pasal 1 ayat 1 bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari 

badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara 

so sial dan ekonomis. Jadi deng~ hidup sehat, setiap warga masyarakat dapat 

beraktifitas secara maksimal dan hidup produktif baik secara sosial maupun 

ekonomi sehingga kesejahteraan urpum tersebut dapat tercapai. 

Us aha untuk mencapai kesejahteraan dalam bidang kesehatan khususnya 

kesehatan jasmani dan rohani ini salah satunya dengan menyediakan sarana dan 

prasarana atau fasilitas kesehatan yang memadai, modem dan terjangkau oleh 

masyarakat. Sarana dan prasarana atau fasilitas pelayanan kesehatan yang modem 

tersebut sudah mulai diselenggarfikan oleh pemerintah baik di kota-kota besar 

maupun dipelosok-pelosok daerah dengan berbagai cara misainya dengan 

mendatangkan alat-alat modem dari luar negeri atau mendatangkan para ahli di 

bidang kcschatan dalam teori maupun praktcknya dan scbagainya agar tcrjadi 

kemajuan dalam bidang kesehatan. Seperti kita ketahui, sampai saat ini dikenal 

dua jenis metode pengobatan yaitu pengobatan konvensional yang disebut juga 

pengobatan kedokteran dan pengobatan altematif. 2 Beda pengobatan kedokteran 

2 Pengobatan Altematif Mungkinkah Jadi Pelengkap Pengobatan Kedol1eran, Ma;alah 
Fit, Oktober 2000, h. 43. 
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dengan pengobatan altematif yaitu jika pengobatan kedokteran diawali dengan 

mencari penyebab atau sumber penyakit dengan diagnosa ilmiah (foto rontgen, 

periksa . daral1 dsb) sedangkan ~engobatan altematif dalam hal ini adalah 

pengobatan tradisional melakukan diagnosa berdasarkan pengalaman turun 

temurun. Hal tersebut seperti kasus yang terjadi pada seorang nenek yang berumur 

80 tahun. Ketika ia terjatuh, ia mefasa sakit dipunggungnya kemudian ia pergi ke 

pengobatan altematif baik dengan dipijat atau tusuk jarum tetapi penyakitnya 

tidak bertambah baik justru bertambah parah. Lalu ia datang ke dokter spesialis 

penyakit dalam, lalu dirontgen dan kelihatan ada bagian tulang yang remuk karen a 

terjatuh. Diagnosa dokter menyebutkan bahwa orang tua yang tuJangnya sudah 

keropos cendenmg akan mengalami keretakan kalau terjatuh, dan obatnya hanya 

diperkuat dengan obat-obatan berkalsium tinggi, dan ia dilarang untllk dipijat atau 

ditusllk jarwn karena akan makin parah remuk tulangnya. 3 

Dari kasus itu kita dapat melihat bagaimana ofang kuno dengan pengobatan 

altematifuya melihat suatu gejala ~akit dan bagaimana seorang dokter melihatnya. 

Apabila dikaitkan dengan keberhasilan pembangunan dan moderenisasi 

seharusnya pola berpikir dan pola kehidupan warga masyarakat akan kesehatan 

juga turut berubah seiring dengan majunya pembangunan dan moderenisasi 

tersehut. Namun dalam kenyataannya ada jcnis usaha untuk Illcncapai kesehatan 

lainnya yang masih diminati oleh masyarakat selain pengobatan medis atau 

pengobatan kedokteran yaitu dengan usaha pengobatan altematif yang dalam hal 

ini adalah dengan cara pengobatan tradisional yang sudah dikenal sejak dahulu 

3 www.google.com. 

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ... Yenik 'Ernawati



4 

dan merupakan warisan tunm t~murun dari nenek moyang kita, hal tersebut 

dikarenakan upaya pengobatan medis sekarang ini biayanya dinilai mahal dan 

kerap menimbulkan efek sarnping dan belum tentu sembuh sehingga membuat 

sebagian masyarakat berpaling ke pengobatan altematif atau mencari 

penyembuhan melalui kepandaian seseorang yang dikenal dengan dukun atau 

paranormal yang mengandalkan mantera atau juga kepada kiai, pendeta, dan lain­

lain yang memiliki kelebihan untuk mengobati seseorang. 

Alasan lain orang datang berobat selain ke dokter adalah : pertama ingin 

mencari jalan pintas memperoleh kesembuhan dengan lebih cepat, kedua mencari 

biaya lebih ringan, ketiga karen a putus asa setelah berobat medis belilm 

memperoleh hasil yang diinginkan, keempat karena penderita memang takut 

berhubungan dengan rumah sakit atau dokter. Pengobatan altematif mempakan 

salah satu cara lain diluar ilmu j(edokteran dan atau ilmu keperawatan, yang 

banyak dimanfaatkan oleh masyarctkat dalarn mengatasi masalah kesehatan sesuai 

dengan ketentuan dalam pasal I ayat 7 Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 23 talmn 1992 tentang Kesehatan bahwa pengobatan tradisional adalah 

pengobatan dan atau perawatan dellgan cara, obat dan pengobatnya yang mengacu 

kepada pengalaman, keterampilan · turun temurun, dan diterapkan sesuai dengan 

norma yang berlaku dalarn masyarakat. 

Pengobatan altematif banyak. terdapat diseluruh Indonesia dari kota sampai 

pelosok tanah air. Pengobatan alternatif ini dalarn penyelenggaraannya harns tetap 

memperhatikan upaya pengobatan yang arnan, terjangkau, serta berhasil guna. 

Jenis pengobatan altematif yang ~iminati dan banyak dijumpai di masyarakat 
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pada Umumnya adalah pengobatan pijat salah urat, patah tulang, tusuk jarum, 

pemberian ramu-ramuan sebagaimana klasifikasi pengobat yang terdapat dalam 

Keputusan Menteri Kesehatan 
I 

Republik Indonesia Nomor 

l0761MENKES/SKlVIII2003 pasal3 ayat 2 yang dibagi menjadi 4 jenis meliputi : 

a. Pengobat tradisional ketrampilan terdiri dari pengobat tradisional pijat 
urut, patah tulang, sunat, dukun bayi, refieksi, akupresuris, akupunkturis, 
chiropractor dan pengobat tradisionallainnya yang metodenya sejenis. 

b. Pengobat tradisional raml.\an terdiri dari pengo bat tradisional ramuan 
Indonesia Uamu), gurah, tabib, sinshe, homoeopathy, aromatherapist dan 
pengobat tradisionallainnya yang metodenya sejenis. 

c. Pengobat tradisional pendekatan agama terdiri dari pengobat tradisional 
dengan pendekatan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, atau Budha. 

d. Pengobat tradisional supranatural terdiri dari pengo bat tradisional tenaga 
dalam (prana), paranormal, reiky master, qigong, dukun kebatinan dan 
pengobat tradisionallainnya yang metodenya sejenis. 

Hasil yang dicapai dari pengobatan altematif ini ada yang positif dan ada 

yang negatif. Tindakan pengobatan altematif yang positif yaitu suatu kesembuhan 

bagi penggtma jasa pengobatan altematif, namun yang negatif dapat berasal dari 

kondisi pasien yang memang sudall kritis atau karena kesalahan dari pelaku us aha 

pengobatan altematiftersebut. Kesalahan disini bisa karena kesengajaan, kelalaian 

atau kurang kehati-hatian. Seperti pada kasus seorang ibu yang oleh dokter telah 

divonis mengidap penyakit kanker rahim karena terdorong ingin sembuh dari 

penyakit tersebut akhimya atas d9rongan temarmya, ibll tersebllt datang untuk 

mencobajasa dari salah satu pelaku us aha pengobatan altematifyang berlokasi di 

Bekasi-lawa Barat. Setelah menf,rutarakan maksud kedatangannya akhimya 

pelaku usaha tersebut memberikan obat yang bentuk dan rupanya nyaris sama 

dengan pasien-pasien yang juga telah antri dideparmya. Selain itu pelaku usaha 

pengobatan altematif juga berp~san kalau ingin sembuh ibu tersebut harns 
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membayar nang 7 juta untuk mentransfer penyakitnya ke kambing. Karena 

ketidakhati-hatian, kelalaian atau ketidaktelitian pelaku usaha pengobatan 

alternatif maka ibu tersebut setelah ritual transfer penyakit ke kambing dilakukan 

justru bukan kesembuhan yang di dapat tetapi sebaliknya tiga hari kemudian ibu 

tersebut hams masuk rumah saki~ karen a penyakit kanker rahimnya kambuh dan 

harus menjalani perawatan di rumah sakit selama seminggu penuh. Dan pada saat 

ibu tersebut meminta pertanggungjawaban, pelal'll usaha bemsaha mengelak dari 

tanggung jawab bahkan ketika ibu tersebut menghubungi temp at prakteknya 

pelaku usaha tidak bersedia menerima telepon dan hanya diserahkan kepada 

asistennya. Asistennya sendiri tidak banyak berkomentar dan cenderung tutup 

mulut ketika ibu tersebut menceritakan pengalamannya di mmah sakit. 4 Selain itu 

ada juga kasus seorang mahasisw~ berusia 19 tab un pada April 1996 diketahui 

menderita kanker otak dan diperkirakan hanya bisa bertahan hidup dua bulan. 

Satu-satunya jalan untuk mengusir kanker adalah dengan lewat operasi, akan 

tetapi waktu operasi hendak dilakukan dokter bilang tidak bisa di operasi karena 

letak tumomya tidak memungkinkan dilakukan operasi. Akhimya mahasiswa 

tersebut mencoba berbagai pengobatan altematif namun hasilnya tidak ada justru 

penyakitnya tambah parah, berat badannya turun sampai tinggal 27 kg, bahkan 

sampai keluar darah dari hidung dan mulutnya. 5 

Melihat fakta yang terjadi temyata paling sedikit ada dua pihak yang 

berperan dalam usaha pengobat¥l alternatif yaitu pelaku atau penyedia jasa 

4 www.google.com. 
S www.googie.com. 
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pengobatan alternatif dan pem~ai atau pengguna jasa. Hal ini juga ditegaskan 

oleh Az Nasution bahwa " berkaitan dengan obyek barang at au jasa terlihat 

setidak-tidaknya terdapat dua pihak yang saling berhllbllngan atau bermasalah, 

yaitu : pertama, pihak penyedia parang atau penyelenggara jasa; kedua, pihak 

pemakai/pengguna barang atau jasa itu. " 6 Penyedia barang atau jasa biasanya 

disebut sebagai pelaku usaha dan p~makai atau penggunajasa disebut konsumen. 

Berdasarkan pasal 1 ayat 2 UU No. 8 Talmn 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen disebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang 

dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, 

keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 

Dengan begitu ibu dan mahasiswa tersebut diatas dapat digolongkan sebagai 

konsumen karena ia sebagai pengguna atau pemakai j asa yang berupa pelayanan 

pengobatan alternatif Dan pihak yang menyediakan jasa pengobatan alternatif ini 

dapat disebut sebagai pelaku usaha karena sesuai dengan pasal 1 ayat 3 UU NO. 8 

tahun 1999 disebutkan bahwa : 

"Pelaku usaha adalah setiap ~rang perseorangan atau badan usaha, baik yang 
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 
berkedudukan atau melqan kegiatan dalam wilayah hukurn negara 
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian 
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi" . 

Dengan adanya beberapa ketentuan perundang-undangan yang mengatur 

secara umum maupun secara khu~us tentang hak-hak seorang konsumen seperti 

dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara khusus 

6 Az Nasution, Konsumen Dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995 
(selanjutnya disingkat Az Nasution I), h. ,8. 
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menyebutkan dalam salah satu ketentuannya yaitu pasal 4 huruf a bahwa 

konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa serta secara umum diatur dalam GBHN 1999 

- 2004 yang ditetapkan dengan Tap MPR No.IV/MPRl1999 bidang ekonomi butir 

I yaitu: 

"Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang berturnpu pada 
mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan 
memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan 
sosial, kualitas hid up, pembangunan berwawasan lingkungan dan 
berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sarna dalam berusaha dan 
bekerja, perlindungan kons\lmen, serta perlakuan yang adil bagi seluruh 
masyarakat" . 

Jadi konsulllen sebagai pihak yang lemah dahlin SlIatli hllblillgall 1!1Iklllll olel! 

pemerintah mendapat perlindung~ dengan diaturnya dalalll peraturan perundang-

undangan Indonesia. 

Oengan melihat ketentuan peraturan perundang-tmdangan yang mengatur 

tentang perlindungan konsumen tersebut diatas maka sudah seharusnya ibu dan 

mallasiswa tersebut sebagai konsumen pengguna jasa pengobatan altematif yang 

mengalami kerugian baik dari segi materiil maupun immateriil akibat ketidakhati-

hatian, kelalaian atau ketidaktelitian dari pelaku usalla pengobatan altematif 

berhak memperoieh perlindungan hukum mengingat juga bahwa pelaku usaha ini 

dalam melakukan usahanya tidak bFrdasarkan penmdang-undangall yang ada. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

a. Apakall konsumen pengobatan altematif yang men gal ami kerugian dapat 

memperoieh perlindungan hukum ? 
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b. Apakah dasar tanggung gugat pelaku usaha pengobatan altematif? 

2. Penjelasan Judul 

Judul dari skripsi ini adalall i' Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen 

dalam Praktek Pengobatan Alte~natif" 

Sebelumnya akan saya jelaskan lebih dahulu makna dan pengertian dari 

judul tersebut sehingga nantinya akan ada kesamaan pengertjan dalam 

pembahasan pada bab-bab selanjutnya. Dalam jlldlll diatas terdapat kata-kata 

yang mempunyai keterkaitan pad~ pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsllmen yang se\anjlltnya disebut UU Periindllngan 

Konsumen, menyebutkan bahwa perIindungan konsllmen adalah segala upaya 

yang menjamin adanya kepastia~ hukum untllk memberi perIindlingan kepada 

konsumen. 

Konsumen ada dua macam yaitu konsumen antara dan konsumen akhir. 

Konsumen antara adalah merekC\ yang menggunakan barang atau jasa untuk 

tujuan membuat barang atau jasa lain, atau diperdagangkan kembali (untuk tujuan 

komersial), sedangkan konsumen akhir adalah mereka yang menggunakan produk 

akhir untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup mereka, keillarganya dan atau 

rumah tangga (sebagai konsumen alillir dan untuk tujuan non-komersial). 7 

Dalam pasal 1 ayat 2 UU Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa 

konsumen adalah setiap orang pemakai barang danlatall jasa yang tersedia daJam 

1 Az Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media, 2002 
(selanjutnya disingkat Az Nasution II), h. 12. 
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masyarakat, baik bagi kepentin~an diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun 

makhlllk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 

Dalam penulisan skripsi ini mengartikan istilah konsumen sebagai 

konsumen akhir, karena diketahui pasien sebagai konsumen dalam jasa pelayanan 

pengobatan alternatif. Beberapa kasus dalam skripsi ini digunakan untuk diri 

sendiri dan tidak untuk diperdag~gkan lagi. 

Sedangkan pengertian praktek adalah cara melaksanakan secara nyata apa 

yang disebllt dalam teori. 8 Adapun pengertian pengobatan altematif yang 

dimaksud dalam skripsi ini adalah pengobatan tradisional sebagaimana yang 

ditentukan dalam pasal 1 ayat 7 Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang 

Kesehatan bahwa pengobatan tradisional adalall pengobatan dan atau perawatan 

dengan cara, obat, dan pengob&tnya yang mengacu kepada pengalaman dan 

keterampilan turun temurun, dan ditetapkan sesuai dengan norma yang berlaku 

dalam masyarakat. 

Sehingga maksud dari judul skripsi ini adalah segal a upaya yang menjamin 

kepastian hukum untuk memberi perlindungan bagi setiap orang pemakai atau 

pemanfaat barang dan/atau jasa pelayanan pengobatan altematif dalam hal ini 

pengobatan tradisional dengan cat~tan tidak untuk diperdagangkan. 

3. AJasan Pemilihan Judul 

Alasan pemilihan judul diatas karen a saat ini semakin maraknya 

perkembangan pengobatan altematif akan tetapi perkembangan ini tidak diikuti 

8 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai 
Pustaka. 

\ 
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dengan suatu tindakan dari pemerintah untuk menertibkan kegiatan pengobatan 

alternatif atau adanya ketentuan ~eraturan perundang-undangan yang melindungi 

masyarakat sebagai konsumen pengobatan altematif. Padahal pengobatan 

altematif ini sering merugikan kOfsumennya (pasien) atau pemakai jasa sehingga 

sudah sepatutnya konsumen yang merasa dirugikan oleh pengobatan altematif ini 

mendapatkan perlindungan hukul1\ 

Selain ingin mengetahui perlindtmgan hukum yang melindtmgi kepentingan 

konsumen pengobatan alternatif, saya juga ingin mengetahui apakah dasar 

tanggung gugat pelaku usaha ~engobatan altematif terhadap kerugian yang 

dial ami oleh konsumen dari usaha pengobatan alternatifyang dijalankannya. 

4. Tujuan Penulisan 

Penulisan skripsi ini mempunyai dua tlljuan yaitll tlljuan akademis dan 

tujuan praktis. Adapun tujuan akademis yaitu untuk memenuhi salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar satjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas 

Airlangga. 

Sedangkan tujllan yang ke4ua yaitu menjelaskan perlunya perlindungan 

hukum bagi konsumen pengobatan aItematif terutama apabila konsumen 

mengalami kerugian akibat menggtmakan jasa pelayanan pengobatan alternatif, 

selain itu skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan 

menambah wawasan konswnen pengobatan alternatif sehingga mereka mampu 

bertindak kritis dalam memilih, menentukan, dan menggunakan jasa pelayanan 

pengobatan alternatif 
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5. Metodologi 

a. Pendekatan Masalah 

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis nonnatif 

yaitu pendekatan masalah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku yang berkaitan de~gan pennasalahan serta menguraikan pendapat 

dari para sarjana. 

b. Sumber Bahan Hukum 

Bahan hllkllm yang diglln~kan dalam penlliisan skripsi ini adalah bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu peraturan 

perundang-lIndangan yang mengatur tentang perlindungan konsllmen yaitu UU 

No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta peraturan perundang-

tmdangan lain yang berhubtmgan dengan materi skripsi ini. Sedangkan bahan 

hukum sekunder bersumber dari geberapa buku literatur, pendapat para srujana, 

dan media cetak mauptm media elektronik yang terkait dengan masalah ini. 

c. Prosedur Pengumpulan Dan fengolahan Bahan Hukum 

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digtmakan dalam penyusunan 

skripsi ini adalah dengan menyeleksi peraturan perundang-undangan, buku-buku 

literatur, pendapat dari para sarjana, media cetak serta media elektronik yang 

sesuai dengan pennasalahan yang terkait kemudian bahan hukum tersebut diolah , 

secara sistematis dan dipisahkan sesuai materi pembahasannya untuk 

menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat dipergtmakan tmtuk menyelesaikan 

pennasalahan yang ada. 
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d. Analisa Bahan Hukum 

Oalam skripsi ini digunaka~ metode deskriptif anahsis yaitu suatu metode 

yang memaparkan dan menafsirkan bahan hukum yang dipergunakan dalam 

skripsi serta menguraikan permas~lahan kemudian dianalisis. Oengan metode ini 

diharapkan dapat diketahui ketentuan-ketentuan mana yang dapat digunakan 

untuk menyelesaikan permasalahaq. 

6. Pertanggung Jawaban Sistematika 

Skripsi ini terbagi dalam 4 (fmpat) bab yang masing-masing bab terdiri atas 

subbab-subbab yang berhubungan satu dengan lainnya secara jelas dan sistematis. 

Bab I yaitu pendahuluan b~si tentang gambaran umllm mengenai latar 

belakang permasalahan dan mmusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. 

Selanjutnya akan membahas mengenai penjelasan judlll, alasan pemilihan jlldul, 

tlljuan penulisan, metodologi, qan pertanggungjawaban sistematis. Oengan 

memahami tujuan penlliisan maka diharapkan pembaca dapat mengetahui secara 

garis besar isi dari skripsi ini s~belum membaca secara mendalam mengenai 

keseluruhannya. 

Bab II menjelaskan menge~ai perlindungan hukum terhadap konsumen 

pengobatan altematif. Pada bah ini akan dijelaskan mengenai makna dan tujuan 

dari pengobatan altematif kemudian akan dijelaskan mengenai hak dan kewajiban 

dari konsumen dan pelaku llsaha pengobatan altematif ditinjau dari UU 

Perlindungan Konsumen dan ju~a dari hukum keperdataan yaitu perbuatan 

melanggar hukum. 
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Bab III berisi mengenai tanggung gugat pelaku usaha pengobatan alternatif. 

Pada bab ini akan dijelaskan men~enai kriteria pelaku usaha pengobatan alternatif 

dan dijelaskan pula kerugian kOl1sumen pengobatan altematif disertai dengan 

dasar tanggung gugat pelaku usaha pengobatan altematif apabila konsumen 
I 

mengalami kerugian akibat perbuatan pelaku usaha pengobatan alternatif dan 

ganti kerugian yang sudah seharusnya diterima oleh konsumen. , 

Bab IV merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari keseluruhan 

uraian dan pembahasan yang dibias selain itu dikemukakan saran-saran sebagai 

tindak lanjut dalam rangka upaya perlindungan hukum terhadap konsumen 
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BABII 

PERLINDUNGAN HVKUM TERHADAP KONSUMEN 
I 

PENGOB~ TAN AL TERNATlF 

1. Makna dan Tujuan Pengob~tan Alternatif 

Perlindungan konsumen meru,{)akan suatu hal yang cukup baru dalam dunia 

peraturan perundang-undangan Indonesia walaupun slldah sejak dari dahulu ada 

beberapa ketentllan yang mengatur tentang kepentingan perlindungan konsumen 

yang tersebar dibeberapa perunqang-undangan ten tang Hak Atas Kekayaan 

Intelektual (HAKI) seperti UU No. 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, UU No. 13 

Tahun 1997 tentang Paten, UU No. 14 TalulIl 1997 tentang Merek, demikian pula 

yang terdapat pada UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup. Namun barn pada tanggal 20 April 1999 Pemerintah Republik Indonesia 

mengeluarkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen (yang seJanjutnya akan disingkat menjadi UU 

Perlindlmgan Konsumen). 

Dengan diundangkannya UU ini diharapkan dapat mendidik masyarakat 

Indonesia lIntlik lebih menyadC\{i akan segala hak-hak dan kewajiban yang 

dimiliki terhadap para pelaku usaha, seperti dapat dilihat dalam konsideran UU ini 

menyatakan bahwa : " untuk meningkatkan hark at dan martabat konsumen perIu 

meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian 

konsumen lmtuk melindungi dirillya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku 

usaha yang bertanggtmg jawab ". Perlindungan konsumen ini penting diatur 
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mengingat masyarakat sebagai konsumen senng merasa dirllgikan karena 

ketidakmengertian mereka ataup~ ketidakjelasan akan kemanfaatan, penggunaan 

maupun pemakaian barang danl~tau jasa yang disediakan oleh pelaku us aha 

karena kurangnya dan keterbatasan informasi yang disediakan. 

Dengan demikian, adanya UU Perlindungan Konsumen merupakan salah satu 

upaya menjamin kepastian huk~m untuk memberikan perlindungan kepada 

konslimen. Pengertian perlindung'f konslimen menllrllt UU No. 8 Tahlln 1999 

pasal 1 ayat 1 adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk 

memberikan perlindungan kepada konsumen sehingga konsumen di Indonesia 

pada saat ini dapat lebih teIjam¢ dalam mengkonsumsi barang danlatau jasa 
I 

karena hak-hak mereka telah diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan 

Konsumen yaitu UU No.8 Tahun 1999. 

Bentuk kegiatan transaksi ekonomi atau perdagangan tidak hanya meliputi 

perdagangan barang saja tetapi jug;;t perdagangan jasa. Yang dimaksud jasa adalah 

layanari yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat 

untuk dimanfaatkan oleh konsumtm. Menurut Az Nasution, penyelenggaraan jasa 

adalah "suatu kesepakatan penyerahan barang atau penyelenggaraan sesuatu 

bentuk jasa oleh satu pihak, sehingga untuk itu ia menerima imbalan sejllmlah 

uang yang merupakan nilai ganti barang yang diserahkan atall jasa yang 

diselenggarakan yang disebut harga dan merupakan kewajiban pihak yang lain". 9 

Dalam kegiatan perdagangan jasa ataupun barang paling sedikit ada dua pihak 

9 Az Nasution I, oo.cit. h. 17. 
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yang berhublmgan, yaitu konsurnen sebagai pemakai barang dan/atau jasa dan 

pelaku usaha sebagai pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa tersebut. 

Bentuk kegiatan yang dimaksu~ dalam skripsi ini adalah penyelenggaraan jasa 

pengobatan altematif yang sudah dikenal sejak jaman dahulu dan merupakan 

warisan nenek moyang. Yang dimaksud dengan pengobatan altematif atau 

pengobatan tradisional berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 7 Undang-Undang No. 

23 Tahun 1992 tentang Kesehatan adalah pengobatan dan atau perawatan dengan 

cara, obat, dan pengobatnya yang mengacu kepada pengalaman dan keterampilan 

turon temurun, dan ditetapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam 

masyarakat. 

Dalam penyelenggaraannya pengobatan altematif tersebut hams tetap 

memperhatikan upaya pengobatav yang arnan, terjangkau, serta berhasil guna. 

Akan tetapi tidak semua pelaku usaha pengobatan altematif memperhatikan 

keselarnatan konsumennya sebab sebagian besar dari pelaku usaha hanya 

mengharapkan keuntungan yang besar dari usalla yang dijalankannya tanpa 

memikirkan kadang kala tindakcyI mereka ada yang tidak bertanggung jawab 

sehingga memgikan atau membahayakan keselarnatan konswnen sehingga sudah 

sepatutnya konsumen yang merasa dirugikan oleh pengobatan altematif tersebut 

mendapatkan perlindungan huku~. Oleh karena itu harus jelas tujuan dari 

pengadaan pengobatan altematif tersebut. Adapun tujuan dari pengobatan 

altematiftersebut dilakukan sebagai : 

1. Upaya peningkatan kesehatan, 

2. Pencegahan penyakit, 
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4. Pemulihan kesehatan. 
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Hal tersebut sesuai dengan tuj~an yang diharapkan oleh Keputusan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10761MENKES/SKlV1II2003 tentang 

Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional sebagaimana ketentuan dalam pasal 12 

ayat 2. 

Sedangkan yang dimaksud da,lam skripsi ini pengobatan alternatif dilakukan 

lmtuk tujuan penyembuhan penyakit yang diderita oleh seseorang yaitu 

penyembuhan penyakit kanker ral1im dan kanker otak yang diderita oleh seorang 

ibu dan mahasiswa. Dengan datangnya konsumen pengobatan altematif kepada 

pelaku usaha pengobatan altematif yaitu untuk memperoleh kesembuhan dari 

penyakit yang dideritanya. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa dengan 

adanya pengobatan altematiftersebut mempunyai dua makna yaitu : 

1. Makna positif yaitu pengob~tan altematif tersebut memang benar-benar 

dibutuhkan atau berguna bagi konsumen untuk memperoleh kesembuhan dari 

tindakan pengobatan altematif yang telah dilakukan oleh pelaku usaha. Jadi 

pengobatan altematif tersebut memang bermanfaat dan berguna bagi 

kesembuhan penyakit yang diqerita oleh seseorang karena dengan dilakukan 

pengobatan alteruatif penyakit yang diderita akan sembuh atau paling tidak 

akan berkurang rasa sakit yang diderita oleh konsumen. 

2. Makna negatif yaitu dengan pengobatan altematif tidak akan diperoleh hasil 

apa-apa. J adi pengobatan altervatif tersebut sebenarnya tidak ada manfaatnya 
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bagi konsumen pengobatan ~ltrnatif karena tanpa pengobatan alternatifpun 

penyakit yang diderita sudah ti~ak dapat disembuhkan. 

2. Hak dan Kewajiban Konsumfn dan Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-

Undang Perlindungan Konsumen 

Sebagaimana kita ketahui berkaitan dengan obyek barang atau jasa terlihat 

setidak-tidaknya terdapat dua pih~k yang saling berhubungan atau bermasalah, 

yaitu : perlama, pihak penyedia barang atau penyelenggara jasa; kedua, pihak 

pemakai/pengguna barang atau jasa itu. 10 Penyedia barang atau jasa biasanya 

disebut sebagai pelaku usaha dan pemakai atau pengguna jasa disebut konsumen. 

Yang dimaksud dengan pelak,-, usaha berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 3 UU 

Perlindungan Konsumen yaitu : 

" Pelaku usaha adalah setiap o~ang perseorangan atau badan usah~,.b.aik yang 
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang dldlrikan dan 
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara 
Republik Indonesia, baik senqiri maupun bersama-sama melalui peIjanjian 
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonorni ". 

Selanjutnya yang dimaksud dengan konsumen menurut pasal 1 ayat 2 UU 

Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang 

tersedia dalam masyarakat, baik ba~ kepentingan diri sendiri , keluarga, orang lain 

maupun makhluk hidup lain, dan tidak lmtuk diperdagangkan. 

\0 Az Nasution I, loc.cit. 
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Az Nasution membedakan barasan yang dimaksud dengan konsumen adalah 

setiap orang yang mendapatkan sycara sah dan menggunakan barangljasa untuk 

suatu kegunaan tertentu. II 

Barang yang dimaksud dal~ pasal 1 ayat 4 UU Perlindungan Konsumen 

adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun 

tidak bergerak, dapat dihabiskan' maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat 

untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. 

Sedangkan yang dimaksud dengan jasa pada pasal 1 ayat 5 yaitu setiap layanan 

yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk 

dimanfaatkan oleh konsumen. 

Sebelum diuraikan tentang hak dan kewajiban konsumen dan pelaku us aha 

untuk menjamin kepentingan kons~en dan pelaku usaha maka diaturlah tentang 

perlindungan konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen yaitu dengan 

dicantumkannya tentang asas-asa~ dalam usaha perlindlmgan terhadap konsumen 

yaitu seperti diatur pada pasal 2 bahwa perlindungan konsumen berasaskan 

manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta 

kepastian hukum. Asas-asas terseput secara tegas diuraikan lebih lanjut dalam 

penjelasan pasal 2 UU No. 8 Tahlm 1999 yaitu sebagai berikut : 

Perlindungan Konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 
(lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu : 
1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya 

dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen hams memberikan manfaat 
sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara 
keseluruhan. 

11 Az Nasution I, op.cit.. h. 69. 
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2. Asas keadilan dimaksu~an agar partisipasi selurllh rakyat dapat 
diwujudkam secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada 
konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan 
kewajibannya secara adil. 

3. Asas keseimbangan dimakslldkan untuk memberikan keseimbangan antara 
kepentingan konsumen, pelaku us aha, dan pemerintah daJam arti materiil 
ataupun spiritual. 

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk 
memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen 
dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang danlatau jasa yang 
dikonsumsi atau digunakan. 

5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaJla maupun 
konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam 
penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian 
hukum. 

Dari uralan ten tang pengerti~n konsumen dan pelaku usaha maka dapat 

disimpulkan bahwa masyarakat disebut sebagai konsumen karena mereka 

memakai barang danlatau jasa. Sebagai pemakai barang danlatau jasa maka 

konsumen mempunyai kepentingan. Kepentingan orang sebagai manllsia alami 

dalam penggtmaan suatu produk (barang danlatau jasa) adalah untuk memenuhi 

kebutuhan dirinya sendiri, keluarga, dan atau rumah tangga yang menjadi 

tanggung jawabnya. Dalam m~menuhi kebutuhan itu, perlindungan yang 

diperlukan adaJah agar produk itll memberikan manfaat bagi tubllh (keselamatan) 

dan/atau jiwa (keamanannya), bvkan malaJl menyebabkan ia sakit, meninggal 

dan/atau dirugikan harta bendanya. Az Nasution mengelompokkan kepentingan 

konsumen ke dalam tiga kelompok yaitu : 12 

1. Kepentingan fisik; 

2. Kepentingan sosial-ekonomi; dan 

12 Ibid, h. 78. 
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3. Kepentingan perlindungan hu~um. 

Kepentingan fisik konsumen YflIlg dimaksud disini adalah kepentingan badani 

konsumen yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan tubulI dan atau 

jiwa mereka dalam penggunaan barang atau jasa konsllmen. Dalam setiap 

perolehan barang atau jasa konsumen, haruslah barang/jasa itu memenuhi 

kebutulIan hid up dari konSlUnen tersebut dan memberikan manfaat baginya (tubuh 

dan jiwanya). Kepentingan fisik konsumen dapat terganggu kalau perolehan 

barang atau jasa malah menimbull\an kerugian berupa gangguan kesehatan badan 

atau ancaman pada keselamatan jiwanya. Hal tersebut seperti kasus yang 

dillraikan dalam bab sebeillmnya" konsllmen sebagai pasien dalam pelayanan 

pengobatan altematif ingin sembllh dari penyakit yang dideritanya dengan datang 

kepada pelakll usaha pengobatan altematif tapi bukan kesembuhan yang didapat 

justru penyakitnya bertambah parah. 

Kepentingan sosial-ekonomi kpnslUnen menghendaki agar setiap konsumen 

dapatmemperoleh hasil optimal dari penggunaan sumber-sumber ekonomi 

mereka dalam mendapatkan barang atall jasa kebutuhan hidup mereka. Tidak 

terpenuhinya dua kepentingan diatas maka akan menimbulkan kemgian pada 

konsumen sehingga konsumenjuga perlu adanya hukum yang melindunginya. 

Kepentingan hukum konsumen maksudnya adalah konsumen sebagai pihak 

yang lemah perlu mendapatkan perlindungan hukum. Lemalmya kedudukan 

konsumen ini dapat disebabkaI\ karena kurangnya pengetahuan dari segi 

pendidikan, kemampllan ekonOl~i, kurangnya informasi. Perlindungan il1i 
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diperlukan supaya konsumen dapat melakukan upaya pembelaan terhadap 

kerugian yang dialami. 

Berkaitan dengan kepentingan konsumen diatas Az Nasutionjuga berpendapat 

bahwa wujud dari kepentingan konsumen itu antara lain terlihat dalam bentuk 

hak-hak konsumen. Secara histo~s perkembangan hak-hak konsmnen ini dimulai 

dari pidato kenegaraan Presiden Amerika Serikat yaitu IF. Kennedy yang 

menyebutkan hak-hak konsumen ?an selanjutnya dikenal sebagai Consumer Bill 

of Rights dan terdiri dari : \3 

1. Hak keamanan (the right to safety); 

2. Hak informasi (the right to be informed); 

3. Hak memilih (the right to choqse); 

4. Hak untuk didengar (the right to be heard). 

Sedangkan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mempeIjuangkan 

hak-hak konsumen itu menjadi Panca Hak Konsumen yang terdiri dari : 

1. Hak keamanan dan keselamatan; 
2. Hak atas informasi; 
3. Hak untuk mernilih; 
4. Hak untuk didengar; dan 
5. Hak atas Iingkungan hidup. 14 

Sedangkan UU No. 8 Tahun 1999 pasal 4 tentang perlindungan konsumen 

mengatur hak-hak konsumen seba&ai berikut : 

a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 
mengkonsumsi barang danlatau jasa; 

\3 Ibid, h. 159. 
14 Ibid, h. 160. 
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b. hak untuk memilih barang danlatau jasa serta mendapatkan barang 
daniatau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 
jaminan yang dijanjikan; 

c. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi 
dan jaminan barang danlatau jasa; 

d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang danlatau 
jasa yang digunakan; 

e. hak untuk mend~patkan advokasi, perlindungan, dan upaya 
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 

f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 
g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif; 
h. hak untuk mend~patkan kompensasi, ganti rugi danJatau 

penggantian, apabila barang danlatau jasa yang diterima tidak 
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 

1. hak-bak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang­
undangan lainnya. : 

Selain bak-bak konsumen didalam UU Perlindungan Konsumen diatur pula 

tentang kewajiban konsumen yang terdapat pada pasal 5 meliputi : 

a. membaca atau mengetahui petunjuk informasi dan prosedur 
pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan 
dan keselamatan; 

b. beritikad baik dalflIll melakukan transaksi pembelian barang 
danlatau jasa; 

c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati ; 
d. mengikuti upaya penyelesaian bukum sengketa perlindungan 

konsumen secara patut. 

Sebagaimana konsumen maka pelaku usaba juga mempunyai hak dan 

kewajiban. Adapun hak pelaku uScfa diatur dalam pasal 6 UU No.8 Tahun 1999 

yang terdiri : 

a. hak menerima per.bayaran yang sesuai dengan kesepakatan 
mengenai kondisi dan nilai tukar barang danJatau jasa yang 
diperdagangkan; 

b. hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan 
konsumen yang beritikad tidak baik; 

c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam 
penyelesaian hukum sengketa konsumen; 
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d. hak lmtuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara 
hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang 
dan/atau jasa yang diperdagangkan; 

e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang­
undangan lainnya. 

SedcUlgkan kewajiban pelakll lIsaha diatllr dalam pasal 7 UU No.8 Tahlln 

.. 1999 yang terdiri dari : 

a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 
b. memberikan infofI11asi yang benar, jelas, dan jujur mengenai 

kondisi dan jaminan barang danlatau jasa serta memberikan 
penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan; 

c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur 
serta t idak diskrimil1atif; 

d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang 
dan/atau jasa yang berlaku; 

e. memberi kesempat~ kepada konswnen untuk menguji , dan/atall 
mencoba barang danJatau jasa tertentu serta memberi jaminan 
danJatau garansi atas barang yang dibuat danJatau diperdagangkan; 

f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas 
kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang 
danJatau jasa yang diperdagangkan; 

g. memberi kompens~si, ganti rugi dan/atau penggantian apabila 
barang danJatau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai 
dengan peIjanjian. . 

Jadi berdasarkan uraian diatas mengenai hak dan kewajiban dari konsumen 

dan pelaku usaha maka seCara khusus hak dan kewajiban dari para pihak dalam 

jasa pengobaLan alLernatifyaitu : 

I . Hak konswnen untuk ~enikmati jasa pelayanan pengobatan altematif 

secara baik dari pelaku usaha pengobatan altematif. 

2. Kewajiban konsumen untuk membayar semua biaya yang dibebankan 

atas pelayanan yang akan diterimanya dari jasa pelayanan pengobatan 

aItematif 
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3. Hak dari pelaku usaha p~ngobatan altematifuntuk menerima biaya yang 

dibebankan kepada konsumen sebagai imbalan jasa yang telah 

dilakukannya. 

4. Kewajiban pelaku usah~ pengobatan altematif untuk menyediakan jasa 

pelayanan pengobatan altematif secara baik sesllai apa yang 

diperjanjikan kepada kOI\sumen. 

Sebagai pelaku usaha, selain diatur hak dan kewajibannya UU Perlindungan 

Konswnen juga mengatur ten tang perbuatan apa saja yang dilarang bagi pelaku 

usaha pengobatan altematif yang 9iatur dalam pasal 8 ayat 1 huruf a yaitu pelaku 

usalla dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa 

yang tidak memenuhi atau tidak se~uai stan dar yang dipersyaratkan dan ketentuan 

peraturan perundang-Wldangan. 

Dari uraian tentang hak d'\l1 kewajiban pelaku usaha dan konsumen 

sebagaimana diuraikan diatas mak~ konsumen akan mendapat perlindWlgan dalam 

perolehan barang dan/atau jasa yang digWlakan. Jadi dengan diaturnya hak dan 

kewajiban konsumen 4alam UU PerlindWlgan Konsumen akan memberikan 

kepastian hukum bagi konsumen dalam berhubungan dengan penyedia barang 

atau jasa terutama apabila konsUlnen dirugikan atas usalla yang dijalankan oleh 

pelaku usaha maka konswnen mempWlyai hak untuk menuntut pelaku usaha 

memberikan ganti rugi atas kerugi<P1 yang diderita konswnen. 

Jika dikaitkan dengan kasus Yjillg dibahas dalam skripsi ini konsumen yang 

telah melaksanakan kewajibannya seperti yang diatur dalam pasal 5 UU 

PerlindWlgan Konsumen yaitu beritikad baik dalam melakukan transaksi 
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pembelian barang dan/atau jasa ~erta telah membayar sesuai dengan nilai tukar 

yang disepakati, maka konsumen sFharusnya memperolehjllga sesllai dengan hak­

hak yang seharusnya diperoleh. Namlln pada kasus ini konsumen telah 

menjalankan kewajibannya sebaliknya ia tidak menerima haknya atau menerima 

tetapi tidak seperti yang diharapkan, apalagi konsLUnen disini mengalami kemgian 

dan pada saat konsumen meminta pertanggungjawaban pada pelaku usaha 

menolak bertanggung jawab hal itu dapat diketahui dengan tidak mau menerima 

telepon dari konsumen justru asistennya yang disumh menerima tapi asistennya 

juga tidak mau tahu akan hal tersequt. 

Dari apa yang terjadi pada kasus diatas, perlindllngan hukum yang dapat 

dipakai oleh konsumen pengobatlill altematif yang men gal ami kerugian akibat 

perbuatan pelaku usaha apabila ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen NO.8 

Tahun 1999 maka setiap perbuatan dari pelaku usaha yang menimbulkan kemgian 

pada diri konsumen memberikan hak pada konsumen untuk menuntut ganti rugi. 

Perlindungan yang dapat diperoleh oleh konsumen diatur dalam beberapa pasal 

yaitu sebagai berikut : 

Hak konsumen (Pasal4 hurufh) 

Untuk mendapatkan kompensasi, ganti mgi dan/atau penggantian, apabila 

barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak 

sebagaimana mestinya serta huruf i hak-hak yang diatur dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan lainnya. 

Kewajiban pelaku usalla (Pasal 7 huruff) 
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Untuk memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian 

akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan. 

Tanggungjawab pelaku usaha (Pasa119 ayat I) 

Untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan pencemaran dan/atau kerugian 

konsumen akibat mengkol1sumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau 

diperdagangkan. 

Bentuk ganti rugi (Pasal 19 ay~t 2) 

Berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis 

atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan 

yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Dari beberapa pasal yang diatur dalam UU Perlil1dungan Konsumen diatas, 

seharusnya konsumen pengobatan altematif ini mendapatkan kompensasi dan 

ganti kerugian. Jadi kOl1sumen yang mengalami kerugian akibat mel1ggul1akan 

atau niemanfaatkan jasa pengobatan altematif dapat menuntut haknya yaitu 

pemberian ganti rugi dari pelak,", us aha baik berupa pengembalian uang atau 

penggantian jasa atau perawatan kesehatan. Hak atas ganti kerugian ini 

dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah rusak (tidak seimbang) 

akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan 

kOl1sumen. Penuntutan sebagaimana ketentuan tersebut diatas tidak berlaku 

apabila pelaku usaha dapat meIFlbuktikan bahwa kesalahan tersebut adalah 

kesalahan dari konsumen, tetapi apabila pelaku usaha tidak dapat 
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membuktikannya maka ia tetap h¥Us bertanggung jawab seperti halnya ketentuan 

dari Pasal 19 ayat 5 UU Perlindungan Konsumen. 

Hak-hak konsumen yang Illengalami kerugian akibat penggunaan atau 

pemanfaatan jasa pengobatan altematif selain ditinjau dari UU Perlindungan 

Konsumen juga dapat ditinjau dari hukum keperdataan yaitu tentang perbuatan 

melanggar hukum. Istilah perbuatan melanggar hukum diambil dari bahasa 

Belanda "onrechtmatige daad" yang lazimnya sebelum tahun 1919 oleh H.R 

(Hoge Raad) diartikan secara sempit yaitu bahwa tiap perbuatan melanggar 

hukum adalah tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang 

timbul karena Undang-Undang atau perbuatan yang bertentangan dengan 

kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena Undang-Undang. 15 Disini 

perbuatan melanggar hukum hanya ditujukan pada perbuatan yang bertentangan 

dengan peraturan perundang-undapgan yang berlaku saja. Namun setelah tahun 

1919 yang dipelopori oleh Perguruan Tertinggi di Negeri Belanda (putusan Hoge 

Raad tanggal 31 Januari 1919) istilab "onrechtmatige daad" atau perbuatan 

melanggar hukum ditafsirkan sec~ra luas sehingga meliputi juga suatu perbuatan 

yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam 

pergaulan hidup masyarakat. 

Jadi apabila seseorang telah 11lelakukan perbuatan melanggar hukwn seperti 

ketentuan diatas dan menimbulkap kerugian pada pihak lain maka ia dibebani 

15 M.A. Moegni Djojodirdj0, Aerbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 
1982, h. 21. 
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tanggtmg jawab untuk memberik~ ganti rugi sebagaimana ketentuan dari pasal 

1365 B.W. (Burgerlijk Wetboek) yang menuliskan demikian : 

" Tiap perbuatan melanggar l"\ukum, yang membawa kerugian kepada seorang 
lain, mewajibkan orang yang karena salalmya menerbitkan kerugian itu, 
mengganti kerugian tersebut ". 

Menurut pasal tersebut, tim~ulnya tanggtmg gtlgat perdata dari si pelaku 

haruslah memenuhi adanya unsur-unsur sebagai berikut : 

1. Adanya perbuatan atau tingkah laku yang melanggar hukum; 

2. Adanya kerugian terhadap ~rang lain; 

3. Terdapat kesalahan; 

4. Ada hubungan kausal &ntara perbuatan melanggar hukum dengan 

kerugian. 

Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi yang dimaksud dengan perbuatan 

melanggar hukum adalah bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam 

neraca keseimbangan dari masy~akat. 16 Dan kegoncangan ini tidak hanya 

apabila' peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar (langsung), 

melainkan juga apabila peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan dan sopan 

santun dalam masyarakat dilangga~ (langsung). 

Selanjutnya untuk lebill memahami pengertian dari perbuatan melanggar 

hukum, R. Soetojo Prawirohanlidjojo dan Marthalena Pohan mengatakan bahwa 

perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang : 17 

16 Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum 
Perdat1!, Mandar Maju, Bandung, 2000, h. 7. 

11 R Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan. Onrechtmatige Daad, Djumali, 
Surabaya, 1979, h. 3. 
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a. Mengurangi/melan¥gar hak orang lain; 

b. Bertentangan deng~n kewajiban hukum si peiaksana. 

Ad. a : Suatu hak adalah suatu kewenangan yang diberikan oleh hukum terhadap 

seseorang. Sebagian besar daripad, hak-hak itu diberikan oleh Ul1dal1g-undang. 

Ad. b : Yang dimaksud dengan kewajiban hukum ialah hanya slIatu kewajiban 

yang ditentukan oleh Undang-tmdang. 

Menurut Moegni Ojojodirdjo perbuatan barulah merupakan perbuatan 

melawan hukum, kalau : 18 

1. Bertentangan dengan hak orang lain atall 
2. Bertentangan del1gan ke'1Vajiban hukumnya sendiri atau 
3. Bertentangan dengan kesusilaan baik atau 
4. Bertentangan dengan keharnsan yang harns diindahkan dalam pergaulan 

masyarakat mengenai orang lain atau benda. 

Selain definisi perbuatan melanggar hukllm, Yusuf Shofie berpendapat untuk 

mencapai hasil yang baik dalam ~gatan berdasarkan perbuatan melanggar hukurn 

maka hanls memenuhi llnsur-llnSlir sebagai berikut : 19 

a. Adanya perbuatan melawan hukum; 
b. Adanya kesalahanlkelalaian pengusahalperusahaan; 
c. Adanya kerugian yang dialami konsumen; 
d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum 

dengan kerugian yapg dialami konsurnen. 

Dalam B. W. yang paling banyak digunakan atau berkaitan dengan asas-asas 

dan kaidah hukum mengenai ,llUbungan dan masalah konsumen adalah 

sebagaimana diatur dalam Buku III B. W. tentang perikatan. Hubungan hu.kwn itu, 

perikatan dapat terjadi karena d\1a sebab yaitu karena adanya perjanjian dan 

18 M.A. Moegni Djojodirdjo, QQ&!.b h. 35. 
19 Yusuf Shofie, Perlindungan Konsurnen dan Instrumen-Instrumen Hukurnnya, Citra 

Aditya Bak-ti, Bandung, 2003 , h. 251. 
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karen a undang-lmdang 20 (Pasal \233 B.W.). Dalam perikatan karena perjanjian, 

para pihak bersepakat untuk mengikatkan diri melaksanakan kewajiban masing­

masing, dan untuk itu masing-rpasing memperoleh hak-haknya. Jika terjadi 

pelanggaran dari kesepakatan itu, atau yang lazim disebut wanprestasi maka pihak 

yang dirugikan dapat menuntut pemenuhannya berdasarkan perjanjian tersebut. 

Sedangkan perikatan yang bersu~ber dari undang-undang dibedakan dalam Pasal 

1352 B.W. menjadi : (1) perikatan yang memang ditentukan oleh undang-undang, 

contohnya: hak alimentasi (Pasal 104 B.W.), hak untuk menwnpang pekarangan 

(Pasa) 625 B.W.) dan (2) perikat'Vl yang timbul karena perbuatan orang. Kriteria 

perikatan yang timbul karena perbuatan orang ini ada yang : (1) memenuhi 

ketentuan hukwn, disebut perbuatan menurut hukwn, dan (2) tidak memenuhi 

ketentuan hukum disebut perbuatan melanggar hukum. Kategori perikatan berupa 

perbuatan menurut hukum ini dalam B.W. ada dua, yaitu : (1) wakil tanpa kuasa 

(zaakwaarneming), yang diatur dalam Pasal 1354 s.d. 1358 B. W., dan (2) 

pembayaran tanpa hutang, yang diatur dalam Pasal 1359 S.d. 1364 B. W .. 

Sedangkan untuk perbuatan melanggar hukwn dapat menimbulkan suatu 

perikatan yang lahir karena undang-undang. Jadi karena un dang-un dang 

mengaturnya, suatu perbuatan melanggar hukwn akan mengikat pelaku yang 

mengakibatkan kerugian untuk m~mberikan sesuatu yaitu berupa ganti kerugian 

kepada pihak mana ia telah ~enerbitkan kerugian. Suatu perbuatan yang 

melanggar hukum atau bertentangan dengan hukwn baik tertulis maupun tidak 

20 P.N.H. Simanjuntak, Pokok,Pokok Hukum Perdata Indonesia, Djambatan, Jakarta, 
1999, h. 323. 
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tertulis, karena itu sebagai k~nsekuensinya pelaku dapat digugat untuk 

memberikan ganti rugl. Pertanggunggugatan ditujukan untuk memperoieh 

kompensasi (ganti rugi) bagi krrugian dan juga untuk mencegah tindakan­

tindakan yang merugikan. Kealpaan, ketidakahlian, maupun ketidakseksamaan 

peiaku usaha pengobatan aitematif dalam menjaiankan usahanya yang 

mengakibatkan hasil yang myrugikan pada pasien (konsumen) dapat 

menimbuikan gugatan secara perdata. Ada dua dasar hukum yang utama bagi 

pertanggunggugatan, yakni : pertanggunggugatan kontraktual (contractual 

liability) dan pertanggunggugatan karena perbuatan melanggar hukum (tort 

liability) 21. 

Pertanggunggugatan kontraktuai disini diartikan bahwa hanya dapat 

ditimbulkan atas dasar suatu kontrak antara penggugat dan tergugat. Atas dasar 

hubungan kontraktual tersebut m~ka jika dalam menjalankan usahanya pelaku 

usaha tidak melaksanakan (memenuhi) kewajiban-kewajiban kontraktual mereka 

._ maka konsumen yang merasa dimgikan dapat menggugat berdasarkan ingkar janji 

(wanprestasi) dan menuntut agar mereka memenuhi syarat-syarat kontrak tersebut. 

Konsumen juga dapat menuntut kompensasi (ganti rugi) bagi kerugian materiiJ 

yaitu hanya kerugian berupa uang saja yang dapat dituntut. 

Sedangkan pertanggtmggugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum 

selalu dijadikan dasar gugatan jika tidak ada hubungan kontraktual. Untuk dapat 

21 Roscam Abbing, Pertanggllllggugatan Perdata Rumah Sakit, Pro Justitia Nomor 3 
Tahun VIII Juli 1990, h. 4. 
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." diterimanya gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum haruslah memenuhi 

syarat-syarat yang terdapat dalam ~asal 1365 B.W. seperti yang disebutkan diatas. 

Suatu masalah khas dalam kaitan dengan pertanggunggugatan perdata 

diperlihatkan dengan model dari ~ertanggunggugatan yang dapat diterapkan. Ada 

dua model utama, yakni model pertanggtmggugatan karena kesalahan (the fault 

liability) dan model pertanggunggtwatan resiko (the risk liability) 22. 

Pertanggunggugatan kesalahan bertumpu pada tiga asas: 

a. Tiap tindakan oleh ses((orang yang menimbulkan kerugian pada orang 
lain menyebabkan orang yang menimbulkan kerugian itu 
bertanggtmggugat untuk membayar kompensasi. 

b. Orang harns bertanggunggugat tidak hanya lmtuk kerugian yang 
ditimbulkannya dengan sengaja melainkan juga untuk kerugian yang 
disebabkan oleh kelalaian atau kealpaannya. 

c. Orang dianggap bertanggunggugat tidak hanya untuk kerugian yang 
disebabkan oleh perbuatannya sendiri melainkan juga untuk kerugian­
kerugian yang disebabkan oleh perbuatan-perbuatan dari orang-orang 
bagi siapa ia bertanggungjawab atau oIeh benda-benda yang berada 
dibawah pengawasannya (penguasaannya). 

Beban pembuktian dari lmsur-unsur tersebut diatas, sepenulmya terletak pada 

pihak yang dirugikan (pihak k(yban). Akan tetapi bagi pihak korban beban 

pembuktian tersebut sangadah sulit dilakukan karena konsumen umumnya berada 

pada posisi yang lebih lemah daillm hubungannya dengan pengusaha atau pelaku 

usaha, baik secara ekonomi, tingkat pendidikan, maupun kemampuan atau daya 

bersaing/daya tawar. Beban pembuktian secara umum berdasarkan hukum perdata 

yang diatur dalam pasal 1865 B.W. dan pasal 163 HIR dibebankan kepada pihak 

yang dirugikan (konsumen) akan tetapi dengan adanya UU Perlindungan 

Konsumen maka demi hukum dialihkan kepada pihak pelaku tJsaha berdasarkan 

22 Ibid. h. 7. 
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asas lex spesialis yang diatur d~am pasaI 28 UU Perlindungan Konsumen yaitu 

pernbuktian terhadap ada tidakn1'a unsur kesalahan dalarn gugatan ganti ru!,ri 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, pasal 22, dan pasal 23 rnerupakan beban 

dan tanggungjawab pelaku usaha. 

Sedangkan dalam sistern p~rtanggunggugatan resiko rnaka past en atau 

konsumen hanya perIu menunjukkan hubungan antara orang yang rnenyebabkan 

kerugian dan kerugian yang diderita. Dalam sistem "risk liability", 

pertanggunggugatan dibebankan kepada orang yang rnenyebabkan kerugian itu. 

Dalam jasa pengobatan altematif dengan datangnya konsumen ke tempat 

pelaku usaha SUdall menunjukkkan bahwa konsurnen SUdall sepakat akan 

melakukan perjanjian dengan pelru usaha walaupun perjanjian diantara mereka 

tidak dibuat secara tertulis narnun diantara mereka SUdall tirnbul perikatan yang 

rnengikat para pihak untuk rnelaksanakan hak dan kewajibannya maka segala 

sesuatu yang muncu\ m~njadi tanggung gugat antara konsumen dengan pe\aku 

usaha pengobatan altematif. Dengan tidak adanya suatu perjanjian tertulis hal ini 

menyebabkan kedudukan konsum~n menjadi lemah. 

Dengan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan melanggar hukum 

didalam pasal 1365 B. W. tersebut, maka harns ada kesalahan dari pelaku 

meskipun ketiga syarat lainnya s\ldah ada akan tetapi jika unsur kesalahan tidak 

ada maka gugatan ganti rugi tidak akan dikabulkan. Dengan perkataan lain : 

kesalahan disini dipakai tmtuk mynyatakan bahwa seseorang harns bertanggung 

gugat untuk perbuatannya yang salah sehingga menirnbulkan kerugian pada orang 

lain. Dari isi pasal 1365 B.W. jelC\slah bahwa unsur kesalahan merupaka.'1 syarat 
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mlltlak agar seseorang dapat diwajibkan lIntuk mengganti kerugian tersebllt. Jadi 

ketentuan dari pasal 1365 dan pas~1 1366 B.W. mengandung asas tanggung gugat 

berdasar atas kesalahan yang berarti " tiada kesalahan, tiada tanggung gugat ". 

Kesalahan yang dimaksud disini meliputi kesalahan yang dilakukan secara 

sengaja seperti yang diatur dala\" pasal 1365 B. W., juga tennasuk kesalahan 

karena kelalaian atau kurang hati-hatinya seperti yang diatur dalam pasal 1366 

B.W. yaitu "setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang 

disebabkan perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian 

atau kurang hati-hatinya". Jadi pasal 1365 B. W. ini tidak terlalll menghirallkan hal 

kesengajaan atau kurang hati-hati melainkan hanya menyatakan ballwa harns ada 

kesalahan di pihak pelaku atau Pfmbuat perbuatan melanggar hukllm maka si 

pembuat dapat diwajibkan membayar ganti kerugian. 

Kerugian yang disebabkan pe~buatan melanggar hukum harns diambil dalam 

arti yang luas. Menurut Abdulkadir Muhammad kemgian ini dapat bempa : 23 

a. Ketugian materiil; 

b. Kerugian immateriil. 

Selain dua kerugian seperti ~,isebut diatas Moe!:,'11i Djojodirdjo berpendapat 

bahwa kerugian yang disebabkan oleh perbuatan meJanggar hukum dapat berupa : 

a. Kerugian materiil; 

b. Kerugian idiil. 24 

23 Abdulkadir Muhammad, Huk=vm Perikatan, Alumni, Bandung, 1982, h. 146. 
24 M.A. Moegni Djojodirdjo, op.,cit. , h. 76. 
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Kemgian materiil adalah kerygian yang nyata-nyata diderita yaitu kerugian 

.- bempa harta kekayaan yang dida,amnya tercakup kerugian yang menimpa harta 

benda, biaya-biaya yang telah difeluarkan dan mungkin juga keuntungan yang 

diharapkan akan diterima. Sedan&kan kerugian immateriil adalah kerugian yang 

bukan bempa harta kekayaan, yang bersifat abstrak berupa kerugian pada tubuh 

berupa rasa sakit, jiwa berupa rasa takut atau tramnalkehilangan kesenangan 
I 

hidup, dan kehormatan. Dan yang dimaksud dengan kerugian idiil adalah kerugian 

berupa rasa sakit, ketakutan, kehi~angan kesenangan hidup. 

Penentuan ganti kerugian berdasarkan pasal 1365 B. W. menunjukkan 

kesamaan dengan penentuan ganti kerugian karena wanprestasi . Dalam undang-

lmdang tidak diatur tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena perbuatan 

melanggar hukum, sedang pasal 1243 B. W. memuat ketentuan tentang ganti 

kerugian yang hams dibayar kare9a wanprestasi. Untuk penentuan ganti kerugian 

karena perbuatan melanggar hukum dapat diterapkan ketentuan-ketentuan yang 

sarna dengan ketentuan tentang ganti kerugian karena wanprestasi. Berdasarkan 

pasal tersebut maka mengenai kerugian yang harus dipertanggmlgjawabkan harus 

memenuhi tiga unsur yaitu biaya, kerugian yang sungguh-sungguh diderita dan 

keuntungan yang diharapkan sepe~i yang diatur pada pasal 1246 B.W. 

Adanya hubungan kausal ata~ sebab akibat dalam hal ini adalah hubungan 
, 

sebab akibat antara perbuatan melanggar hukUl11 dengan kerugian yang timbul. 

Karena sekalipun ada perbuatan l11elanggar hukum dan ada pula kerugian yang 

timbul, akan tetapi masih hams diteliti kembali apakall kerugian itu ditimbulkan 
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oleh perbuatan melanggar hukum tersebut. Mengenai hubungan sebab akibat 

tersebut ada 2 teori yang dipakai untuk memecahkan hubungan kausal ini yaitu : 25 

1. Teori Conditio Sine Qua 1'\on (dari Von Buri); 

2: Teori Adequate Veroorzaking (dari Von Kries). 

Teori Conditio Sine Qua No~ menamakan suatu hal adalah sebab dari suatu 

akibat. Akibat-akibat itu tidak ak~n terjadi apabila sebab itu tidak ada. Sedangkan 

teori Adequate V eroorzaking ata~ yang disebut penyebaban yang bersifat dapat 

dikira-kirakan mengajarkan bahw~ suatu hal barn dapat dinamakan suatu sebab 

dari suatu akibat, apabila menurut rengaIaman manusia dapat dikira-kirakan Iebih 

dulu, bahwa sebab itu akan diikuti oleh akibat itu. 

Tentang ganti kemgian diatas sudah disebutkan beberapa pasaI dari B.W. 
I 

yaitu pasal 1365. 1366. 1371 Yllng mengatur bahwa penyebab lukalcacatnya 

sesuatu anggota badan dengan se9gaja atau karena kurang hati-hati memberikan 

hak kepada si korban untuk selain penggantian biaya-biaya penyembuhan juga 

menuntut penggantian kerugian YfIDg disebabkan oleh lukalcacat tersebut. Jadi 

menurut pasal 13 71 B. W. ini ad~ dua macam kerugian yang dapat dimintakan 

penggantiannya yaitu : 

1. Biaya yang diperlukan untuk Ivenyembuhkan lukalcacat itu; 

2. Kerugian yang disebabkan oleh lukalcacat itu. 

2~ Wirjono Prodjodikoro, .QJlii.L h. 17. 
I 
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TANGGUNG GUGAT PELA~U USAHA PENGOBA TAN AL TERNA TIF 

1. Kriteria Pelaku Vsaha Peng~batan Altematif 

Agar dapat disebut sebagai p~laku llsaha maka seseorang atall badan llsaha 

harns memenuhi unsur yang terdapat dalam ketentuan pasal 1 ayat 3 UU 

Perlindungan Konsumen yaitu : 

"Pelaku usaha adalah setiap o\ang perseorangan atau badan usaha, baik yang 
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara 
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian 
menyelenggarakan kegiatan us~a dalam berbagai bidang ekonomi". 

Unsur-unsur dari pasal tersebut adaIah : 

1. Orang perseorangan atau badan us aha, 

2. Didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan daIam wilayah hukum 

negara Republik Indonesia, 

-' 3. Baik sendiri maupun bersama-sama, 

4. Menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 

Jika dikaitkan dengan kasus paIam skripsi ini yang membahas mengenai 

pengobatan alternatif maka pengobatan alternatif yang telah dilakukan oleh 

seseorang yang berlokasi di Bekasi,..Jawa Barat maka ia slldah dapat dikategorikan 

sebagai pelakll llsaIla karena ia telaIl memenuhi 1II1S11r-unsur yang disyaratkan 

dalam pasal 1 ayat 3 UU Perlindungan Konsumen yaitu ia adalah orang 

perseorangan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah Republik 

Indonesia dan ia dalam melakukan usahanya dibantu oleh satu orang asisten 

39 
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.- sehingga dapat dikatakan bahwa i~ secara bersama-sama melakukan usaha. Selain 

itu ia juga melakukan kegiatan diberbagai bidang ekonomi hal tersebut dapat 

diketahui dari usahanya yang mengharapkan kelmtungan dari usaha yang 

dijalankannya. Bentuk kegiatan ekonomi ada yang tujuan utamanya adalah 

mencari keuntungan yang sebesar-besamya dan ada juga yang tidak meminta 

imbalan atas usaha yang telah dilakukannya. Akan tetapi dalam kasus yang 

dibahas dalam skripsi ini jelas pelaku usaha dalam menjalankan usahanya ia 

meminta sejumlah uang atas jasa yang telall diselenggarakan yaitu pelaku usaha 

pengobatan alternatif dalam upaya penyembuhan penyakit yang diderita oleh 

pasien atau konsumennya ia meminta imbalan jasa sejumlah uang yaitu 7 juta 

sebagai ganti jasa yang telah diberikan. 

Selain itu seorang pengobat tradisional yang melakukan pekerjaan /praktik 

sebagai pengobat tradisional harus memiliki STPT (Surat Terdaftar Pengobat 

Tradisional) atau SIPT (Surat Ijin Pengobat Tradisional) sebagaimana diatur 

dalam pasal 14 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

10761MENKES/SKlVI1I2003 tent<plg Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional. 

Yang dimaksud dengan STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada 

pcngobat lradisional yang tclah mclaksanakan pcndallaran (Pasal ayat 5 

KepMenKes tersebut), sedangk~ SIPT adalah bukti tertulis yang diberikan 

kepada pengobat tradisional yang metodenya tel all dikaji, diteliti, dan diuji 

terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan (pasal 1 ayat 6 KepMenKes). Akan 

tetapi pelaku usaha pengobatan al~ernatif ini tidak memiliki surat-surat tersebut 

sebingga dapat dikatakan sebenamya pelaku usaha dalam menjalankan usahanya 
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telah melanggar ketentuan hllkum. Kewajiban tentang adanya ijin lIsaha dan 

pendaftaran bagi pengobat tradisional sebagairnana diatur dalarn KepMenKes 

tersebut dalarn UU Perlindungan Konsumen tidak ada aturannya. 

Bentuk pengobatan altematif seperti pada kasus yang dikemukakan pada bab 

sebelumnya yaitu seorang konsumen jasa yang dimaksudkan jasa disini adalah 

suatu bentuk layanan pekeIjaan pemulihan kesehatan atau penyembuhan penyakit 

berupa pengobatan altematif karena keterbatasan finansial dan latar belakang 

pendidikan dan pengetahuan fentang kesehatan yang rendah memilih 

menggunakan jasa dari pelaku us~a pengobatan altematif untuk menyembuhkan 

penyakitnya yaitu kanker rahim dan kanker otak pada kasus yang kedua. 

Temyata proses penyernbuhaq dengan pengobatan aItematif itu dilakukan 

dengan pernberian obat terlebih dahulu kepada konsumen yang obat tersebut 

bentuk dan rupanya nyaris sarna d~ngan yang diberikan kepada pasien lain yang 

telah antri didepannya padahal tidak diketahui apakah penyakit yang diderita juga 

sarna kemudian pel~ usaha mqttransfer penyakit yang diderita oleh pasien 

(konsumen) tersebut ke karnbing setelah itu karnbing tersebut disembelih oleh 

pelaku usaha pengobatan altematif. Akan tetapi setelah penyakit ditransfer ke 

karnbing bukan suatu kesernbuhan yang didapat oleh ibu yang menderita penyakit 

kanker rahim justru penyakitnya bertambah parah dan harns dirawat di rumah 

sakit selama serninggu penuh, sed~ngkan untuk mahasiswa yang menderita kanker 

otak setelah datang kepada pelaku usaha pengobatan altematif justru penyakitnya 

bertarnbah parah, berat badannya ' sampai tinggal 27 kg, bahkan sampai keluar 

darah dari bidung dan mulutnya. 
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Seharusnya pelaku usaha pengobatan altematif sebelum melakukan 

penyembuhan terhadap pasien untuk menjaga keamanan dan keselamatan pasien 

maka terhadap seorang pasien hams dilakukan suatu pemeriksaan yang intensif 

seperti halnya yang dilakukan oleh seorang dokter yang akan menyembuhkan 

pasiennya seperti pemeriksaan darah lengkap agar diketahui apakah pasien 

mengalami gangguan kesehatan lair seperti diabetes, hipertensi, gangguan jantung 

untuk mengantisipasi kemungkinan yang timbuI. Selain itu sebelum seseorang 

memutuskan untuk melakukan penyembuhan terhadap penyakit yang dideritanya 

dengan menjalani pengobatan alternatif terlebih dahulu harus melewati penegakan 

diagnosis yang tepat dari dokter karena dikhawatirkan akan salah memilih 

pengobatan. 

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa pengobatan altematif yang telah 

dilakukan oleh pelaku usaha dapat dikategorikan sebagai pengobat tradisional 

ramuan sekaligus pengo bat tradisional dengan cara supranatural. Yang dimaksud 

dengan pengobat tradisional ramuan adalah seseorang yang melakukan 

pengobatan dan/atau perawatan tradisional dengan menggunakan obatlramuan 

tradisional yang berasal dari tanaman (flora), fauna, bahan mineral, air, dan bahan 

alam lain. Sedangkan pengobat tradisional dengan cara supranatural adalah 

seseorang yang melakukan pengobatan dan/atau perawatan tradisional dengan 

menggunakan tenaga dalam, meditasi, Olall pemafasan, indera keenam 

(pewaskita), kebatinan. Hal tersebl,lt sebagaimana dijelaskan mengenai klasifikasi 

pengobat tradisional yang disebutkan dalam pasal 3 ayat 1 Keputusan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076IMENKES/SKlVIII2003 yang dibagi 
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menjadi empat jenis yaitu ketrampilan, ram uan , pendekatan agama, dan 

supranatural. Dalam skripsi ini pelaku usaha termasuk dalam kategori ramuan 

sekaligus supranatural karena dal,am penyembuhan penyakit yang dilakukannya 

dengan jalan memberi obat terlebih dahulu kepada pasien atau konsumen setelah 

itu melakukan transfer penyakit ke kambing. 

2. Kerugian Konsumen Pengobatan Alternatif Dan Dasar Tanggung Gugat 

Pelaku Usaha Pengobatan A1tematif 

Ternyata penyembuhan penyakit dengan pengobatan alternatifyang dilakukan 

dengan cara mentransfer penyakit ke kambing tersebut setelah penyakit ditransfer 

ke kambing bukan suatu kesembuhan yang didapat oleh konsumen akan tetapi 

penyakit yang diderita justm b~rtambah parah bahkan ibu yang menderita 

penyakit kanker rahim hams dir"wat di mmah sakit selama seminggu penuh, 

sedangkan Imtuk mahasiswa yang menderita kanker otak setelah datang kepada 

pelaktl usaha pengobatan alternatif justru penyakitnya bertambah parall, berat 

badannya sampai tinggal 27 kg, bahkan sampai keluar darah dari hidung dan 

mulutnya. 

Akibat kejadian tersebut maka pasien pengobatan altematif yang merasa 

dirugikan meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha pengobatan altematif, 

akan tetapi pelaku usaha menolak bertanggung jawab walaupun sudah jelas dalam 

menjalankan usahanya pelaku us fa pengobatan alternatif ini tidak mempunyai 

ijin ataupUll latar belakang pengetahuan danlatau ketrampilan di bidang kesehatan 

seperti yang ditelltukall dalam pasiil 1 Undang-Ulldang No. 23 Tahun 1992 serta 
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pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerint~ Republik Indonesia No. 32 Tahun 1996, selain 

itu pelaku us aha pengobatan altematif tersebut juga mempunyai itikad yang tidak 

baik dalam melakukan usahanya karena tidak mempunyai kewenangan atau ijin 

namun berani melakukan atau membuka usaha pengobatan altematif Dengan 

begitu bila dikaitkan dengan kew'\iiban dari pelaku usaha yang diatur dalam pasal 

7 UU Perlindungan Konsumen maka pelaku usaha pengobatan altematif ini sudah 

beritikad tidak baik dalam melakukan kegiatan lIsahanya dan menimbulkan 

kerugian pada konsumen. 

Selain itu dari kasus diatas ~apat diketahui bahwa sebenamya konsumen 

pengobatan altematif ini mengalami dua macam kerugian yaitu kerugian materiil 

berupa kerugian yang nyata-nyata diderita (gel eden schade) yang dapat dinilai 

dengan uang, yaitu konsumen telah mengeluarkan uang namun tidak memperoleh 

hasil seperti yang SUdall seharusnya menjadi haknya 23 serta kerugian immateriil 

terrnasuk didalarnnya kerugian yang tidak dapat dinilai dengan nang yaitu 

kerugian secara fisik atau kerugian pada tubuh berupa rasa sakit karen a penyakit 

dari ibu dan mahasiswa tersebut semakin bertambah parah ballkan mahasiswa 

tersebut berat badannya tinggal 27 kg dan keluar darah dari hidung dan mulutnya. 

Ada beberapa sarjana yang menyebut kerugian immateriil ini sebagai kerugian 

idiil. 24 

Dari kasus diatas kerugian yang dialami oleh konsumen pengobatan altematif 

akibat perbuatan pelaku us aha yang beritikad tidak baik tersebut saya ingin 

menganalisa sebenamya dasar tanggung gugat apa yang dimiliki oleh konsumen 

23 R. Soelojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, gp.cil., h. 36. 
24 M.A. Moegni Djojodirdjo. loc.cit. 
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yang mengalarni kerugian untuk meminta pertanggungjawaban pada pelaku usaba 

pengobatan altematif tersebut. 

Dari apa yang terjadi pada kasus diatas, dasar tanggung gugat yang dapat 

digunakan oleh konsumen pengob~tan alternatif yang mengalami kerugian akibat 

perbuatan pelaku usaha dapat berupa : 

1. Wanprestasi atau Ingkar Janji. 

2. Perbuatan Melanggar Hukum. 

Ad. 1. Wanprestasi atau Ingkar Janji. 

Apabila tuntutan ganti kerugian didasarkan pada wanprestasi, maka terlebih 

dahulu antara tergugat dengan penggugat (pelaku us aha dengan konsumen) terikat 

suatu perjanjian atau ada hubungan kontraktual. Wanprestasi tersebut dapat terjadi 
\ 

jika salah satu pihak telah melakukan suatu perbuatan yang merugikan pihak lain, 

dengan cara tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang hams ia lakukan 

berdasarkan kesepakatan yang telab mereka capai. Bentuk-bentuk wanprestasi 

dapat berupa : 25 

1. Debitur tidak memenuhi prrstasi sarna sekali; 
2. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya; 
3. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya; 
4. Debitur memenuhi prestasi tetapi melakukan yang dilarang oleh 

perJanJlan. 

Sehingga dengan adanya wanprestasi tersebllt membawa akibat hllkllm bagi 

debitur yaitu : 26 

1. Membayar ganti kerugian ~ang diderita oleh kreditur (Pasal 1243 B.W.); 
2. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 

1267 B.W.); 

25 P.N.H. Simanjuntak, op.cit., h. 340. 
26 lllliL 
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3. Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 
1237 ayat 2 B.W.); 

4. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 
ayat 1 HIR). 

Jadi dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan yang merugikan itu 

.A memberikan hak bagi yang dirugikan untuk menuntut pembatalan atas perjanjian 

yang telah dibuat, beserta pengg~tian atas segal a biaya, blmga, dan kerugian 

yang telah dideritanya. Akan tetapi jika konsumen pengobatan altematif ingin 

menggunakan dasar gugatan dengan wanprestasi ia akan mengalami kesulitan 

karena harns menunjukkan hubungan kontraktual diantara mereka sedangkan 

hubungan diantara mereka hanya dilakukan secara lisan dan tidak ada bukti secara 

tertulis. 

Ad. 2. Perbuatan Melanggar Hukum. 

Penuntutan kompensasi dan/atau ganti kerugian atas kerugian akibat 

menggunakan jasa pengobatan al~ematif ini dapat didasarkan pada pasal 1365 

B. W. yaitu tentang perbuatan melanggar hukum karena perikatan diantara para 

pihak yaitu pelaku usaha pengobatan altematif dan pasien sebagai konsumen 

tersebut bersumber dari undang-~dang yang timbul karena perbuatan orang yang 

tidak memenuhi ketentuan hukum atau perbuatan melanggar hukwn. Jadi 

perikatan diantara para pihak baru timbul dengan adanya tllntlltan ganti kerugian 

karena pelaku usaha melakukan rerbuatan melanggar hukum, akan tetapi jika 

gugatan ingin dikabulkan maka korban sebagai pihak yang mengalami kerugian 

harrIS membuktikan unsur-unsur dari pasal 1365 B. W. ten tang adanya perbuatan 

melanggar hukum dari pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. 
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Yang dimaksud dengan perb\latan rnelanggar hukurn pada pasa\ 1365 B.W. 

adalah: 

"Tiap perbuatan melanggar h~kum, yang rnernbawa keru~an kepada ~eor~g 
lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbltkan keruglan ltu, 
mengganti kerugian tersebut". 

Yusuf Sofie rnenyatakan jika f:,7ugatan didasarkan pada perbuatan rnelanggar 

hukum maka konsumen sebagai p((nggugat harus mernbuktikan unsur-unsur: 27 

a. Adanya perbuatan melawan hukurn; 
b. Adanya kesalahan/kelalaial1 pengusaha/perusahaan; 
c. Adanya kerugian yang dial ami konsumen; 
d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan rnelawan hukurn dengan 

kerugian yang dialarni konsllrnen. 

Adanya perbuatan yang melawan hukum, sebagai salah satu unsur tanggung 

gugat dengan dasar perbuatan melanggar hukurn ini jeJas terpenuhi yaitu 

perbuatan dari pelaku usaha pengobatan alternatif yang rnelanggar UU 

Perlindungan Konsumen dan beberapa peraturan perundang-undangan lain yaitu : 

Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang hak konsumen 

beberapa diantaranya, yaitu : 

• Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselarnatan dalam mengkonsumsi 
barang dan/ataujasa; 

• Hak untuk mernilih barang dan/atau jasa serta rnendapatkan barang 
dan/ataujasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan 
yang dijanjikan; 

• Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 
diskrirninatif; 

• Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian 
atau tidak sebagaimana mestinya. 

Hak-hak diatas adalah hak yang rnenurut UU seharusnya diterirna konsumen 

namun hak-hak ini tidak diterima sarna sekali atan diterima akan tetapi tidak 

27 Yusuf Solie, loc.cit. 
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seperti yang diharapkan oleh konsumen pengobatan alternatif tersebut. Pelaku 

usaha tidak memberikan keny~unanan, keamanan serta keselamatan pada 

konsumen karena perbuatannnya YfIDg beritikad tidak baik yaitu tidak mempunyai 

kewenangan atau ijin namUll berani melakukan atau membuka usaha pengobatan 

alternatif sehingga akibat perbuatannya itu bukan kesembuhan yang didapat oleh 

konsumell akan tetapi pellyakitnya bertambah parah padahal konsumen sudah 

mempunyai itikad yang baik yaih\ telah membayar sejumlah uang sebagai ganti 

nilai tukar atas jasa yang telah diberikan oleh pelaku usaha sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pelaku usaha telah melanggar kewajiban hukumnya. 

Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen yang mengatur ten tang kewajiban pelaku 

usaha beberapa diantaranya yaitu : 

• Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 
• Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif 
• Memberi kompensasi, gant\ rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat 

penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/at au jasa yang 
diperdagangkan. 

• Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang 
. dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan 
perJanJlan. 

Kewajiban pelaku usaha yang seharusnya dilakukan menurut UU ini tidak 

dilaksanakan, ia dalam melakllkan lIsahanya dcngan bcritikad tidak baik karena i£1 

tidak mempunyai latar belakang pengetahllan dan keterampilan serta ijin lIntlik 

melakukan pengobatan altematif namun berani membuka usaha apalagi dengan 

melakukan transfer penyakit ke ~ambing sehingga menimbuLkan kerugian pada 

kOllsumen yang karena perbuatan pelaku usaha tersebut bukall kesembuhan yang 

didapat oleh konsumell tetapi justru pellyakitnya tambah parah dan harus dibawa 
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ke rumah sakit untuk menjalani perawatan, selain itu pelaku usaha juga tidak 

bersedia memberikan ganti kerugi~ akibat dari perbuatannya yang menimbulkan 

kerugian bagi konsumen. 

Pasal 8 ayat 1 huruf a UU Rerlindungan Konsumen yang melarang pelaku 

usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang daniatall jasa yang 

tidak memenuhiltidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Disini pelaku usaha pengobatan 

altematif dengan melakukan praktek pengobatan dengan melakukan transfer 

penyakit ke kambing ini bertentangan dengan peraturan penmdang-undangan, 

seharusnya tidak boleh dilakukan karen a pelaku usaha tidak mempunyai ijin 

usaha dan keahliannya belum dapat dibuktikan dan belum dapat 

dipe11anggllngjawabkan. Tind~kan penyembuhan penyakit kanker rahim 

merupakan suatu penyembuhan yang sangat berbahaya dan perlu keahlian 

khusus akan hal tersebut akan tetapi hal tersebllt dilakukan oleh orang yang 

tidak berkompeten dibidangnya dan belum dapat dibuktikan hasilnya lagipula 

tidak disertai dengan ijin usaha yang seharusnya hal tersebut dilakukan oleh 
I 

seorang dokter atau tenaga kesehatan yang berkompeten dan mempunyai 

ijasah dari fakultas kedoktera,n atall ijin dari mcnteri . Dasar hukum yang 

melatar belakangi pemyataan tersebut adalah: 

• Pasal 3 Peratllran Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1996 

tentang persyaratan dapat liikatakan sebagai tenaga kesehatan dan dapat 

melakukan tindakan-tindakan sebagai tenaga kesehatan, menentukan 

bahwa " tenaga kesehatan wajib memiliki pengetahuan dan keterampilan 
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di bidang kesehatan y~g dinyatakan dengan ijasah dari lembaga 

pendidikan ". 

• Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ini juga 

menentukan bahwa " tenaga kesehatan hanya dapat melakllkan upaya 

kesehatan setelah tenaga kesehatan yang bersangkutan memiliki ijin dari 

Menteri ". Penjelasan pasal ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 

ijin dalam ayat ini adalall ~urat penugasan bagi tenaga kesehatan atau surat 

ijin praktek/ijin kerja bagi tenaga kesehatan tertentu. 

Untuk memperjelas sebenarnya yang dimaksud dengan tenaga kesehatan 

menumt pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Kesehatan No. 23 Tahun 1992 dan 

menurut pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 

1996 yaitu : 

"Tenaga kesehatan adalall setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang 
kesehatan serta memiliki pengetahuan danlatau keterampilan melalui 
pendidikan di bidang keseh~tan yang untuk jenis tertentu memerlukan 
kewenangan untuk melakukan llpaya kesehatan". 

Selain ·itu pelaku usalla pengobatan alternatif juga telah melanggar Keputusan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076IMENKES/SKNIII2003 

tanggaI 24 luli 2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan TradisionaI yaitu 

berdasarkan ketentuan pasal 4 dari keputusan tersebut yaitu : 

1. 

2. 

3. 

Semua pengobat tradisional yang menjalankan pekerjaan pengobatan 
tradisional wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota setempat untuk memperoleh Surat Terdaftar Pengobatan 
Tradisional (STPT). 
Pengobat tradisional dengan cara supranatural hams mendapat rekomendasi 
terlebih dahulu dari Kejaksaar KabupatenlKota setempat. 
Pengobat tradisional dengan cara pendekatan agama hams mendapat 
rekomendasi terlebih dahulu dari Kantor Departemen Agama 
KabupatenlKota setempat. 
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Sedangkan pelaku us aha peng?batan altematif dalam kasus seperti yang telah 

dijelaskan pada bab sebelumnya tidak mempunyai ijin usaha sebagaimana yang 

diseblltkan dalam pasal diatas. Selain itll pelakll usaha juga telah menimbllikan 

kerugian pada konsumen juga tidak mau mendengar keluhan serta menolak untuk 

mengganti kerugian. 

Oisini sudah jelas pelaku us aha pengobatan altematif telah melakukan 

pelanggaran terhadap beberapa ketentuan peraturan penmdang-undangan tentang 

tenaga kesehatan yaitll pelaku llsaha tidak mempllnyai ijasah dari lembaga 

pendidikan yang dimaksud, ia juga tidak memiliki sllrat penugasan ataupun ijin 

praktek atau kerja dari Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial sehingga 

sebenarnya ia tidak termasuk dalam kategori yang diperbolehkan oleh Undang­

Undang melakukan tindakan sell1acam itu. Namun pelaku usaha melakukan 

tindakan seperti tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan, hal ini sudah 

menunjltkkan adanya pelanggaran terhadap hukum dan jelas bahwa pelaku usaha 

telah beritikad tidak baik dalam m~lakukan usahanya. 

Adanya kesalahan sebagai salall satu unSllf tanggung gugat dengan dasar 

perbuatan melanggar hukum telfih terpenuhi juga, yang dimaksud dengan 

kesalahan disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang 

bcrtcntangan dcngcUl aturan hukun, yang bcrlakll baik yang tcrtulis mall pUll tidak 

tertulis. Kesalahan menurut M.A.Moegni OjojodiIjo mempunyai dua pengertian 

yaitu : 28 

(1). Oalam arti luas meliputi kesengajaan dan kelalaian. 

28 M.A. Moegni Djojodirdjo, ~ h. 66. 
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(2). Dalam arti sempit hanya ~eliputi kelalaian saja. 

Yang dimaksud dengan kesalahan dalam arti kesengajaan adalah perbuatan yang 

dilakukan tersebut diketahui d~ dikehendaki walaupun ia tabu babwa itu 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan kepatutan 

yang ada serta akibat yang munrkin akan terjadi . Dan kesalahan dalam arti 

kelalaian maksudnya adalah pelaku usaha dalam melakukan perbllatannya benar-

benar tidak mengetabui kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang 

lain. 

Berdasarkan pasal 1366 B.W. pelaku tidak hanya bertanggung jawab atas 

perbuatannya saja tetapi juga kare\a kelalaiaImya dan kurang hati-hatinya. Dalam 

hal ini kesalahaIl dalam arti kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku usaha 

pengobatan altematif ini adalah pelaku usaha dalaITI menjalankan usahanya telah 

mengetahui bahwa apa yang ia lakukan tersebut telah melaIlggar hllkum meskipun 

bukan hukum yang t((rtulis yaitu kesusilaan dan kepatutan karena dengan 

mentransfer penyakit ke kambing hal tersebut jelas melanggar kesusilaan dan 

kepatutan karena tidak ada seorangpun yang mempunyai kemampuan untuk 

memindahkan suatu penyakit ~epada makhluk atau benda lain, tanpa 

menggunakan media yang normal. Misalnya scorallg doktcr bisa saja 

memindahkan suatu penyakit yang diderita seseorang kepada orang lain melalui 

alat-alat suntik, atau mencaITIpuri makaIlaIlllya. Jadi seorang dokter atau siapapun 

tidak akan bisa memindahkan suatu penyakit tanpa media atau perantara. Selain 

itu ketika suatu penyakit dipindahkan kepada hewan maka tindakan itu sarna saja 

dengan melakukan penyiksaan terhadap hewan dan hal tersebllt melanggar norma 
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kesusilaan dan kepatutan karena hal tersebut jelas tidak pantas dilakukan oleh 

orang yang beragama dan hal itu juga melanggar nonna agama. Hal tersebut 

seperti ketentuan dalam pasal 13 11umf a Keputusan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor l076/MENKES/SKlVII/2003 yaitu pengobatan tradisional 

hanya dapat dilakukan apabila ti~ak membahayakan jiwa atau melanggar susila 

dan kaidah agama serta kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diakui 

di Indonesia. Pengobatan yang dill;lkukan oleh pelaku usaha disini jelas melanggar 

susila dan kaidah agama karen a depgan mentransfer penyakit ke kambingjelas hal 

tersebut tidak diperbolebkan dalarn agama sebab sarna saja melakukan penyiksaan 

kepada hewan. Dan kesalahan dalam arti kurang hati-hatinya terletak pada pelaku 

usaha yang tidak melakukan tindakan prefentif atau pencegahan terhadap 

terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan misalnya dengan pemeriksaan darah 

terlebih dahulu pada konsumen 4lltuk mengetahui penyakit lain yang diderita 

konsumen seperti diabetes, jantung, hipertensi dan lain-lain. Semua itu sangat 

berpengaruh pada keberhasilan s~atu penyembuhan dan demi keselamatan dan 

keamanan dari pasien. Kesalahan sebagai salah satu unsur dari Pasal 1365 B.W. 

memang sulit untuk dibuktikan oleh konsumen apalagi pembuktian secara medis 

adanya kesalahan pada t1ndakan penyembuhan yang telah dilakukan oleh pelakli 

usaha. Selain itu orang tidak s~ja bertanm,,'lmg b'llgat untuk kerugian yang 

disebabkan oleh perbuatannya sendiri tetapi juga untuk kemgian yang disebabkan 

oleh perbuatan-perbuatan dari ?rang-orang atau benda-benda yang berada 

dibawah pengawasannya sebagaimana ketentuan dalam pasal 1367 B. W., jadi 

dalarn kasus yang dibahas sebeiarnya asisten dari pelaku usaha pengobatan 
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alternatif juga bertanggung gugat atas kerugian yang diderita oleh konsumen akan 

tetapi beban tersebut menjadi tanggungan majikannya yaitu pelaku usaha 

pengobatan alernatif 

Adanya kerugian yang diderit~ konslUnen sebagai salah saUl un sur tanggung 

gugat dengan dasar perbuatan melanggar hukum ini juga terpenuhi. Disini ada dua 

macam kerugian yang diderita oleh konsumen yaitu : (I) kerllgian materiil yaitu 

kerugian yang nyata-nyata diderita yaitu konsllmen telah mengeluarkan llang 

untuk biaya pemulihan penyakitny~ namun ia tidak memperoleh hasil seperti yang 

diharapkan dan dijanjikan yaitu SU&tu kesembuhan penyakitnya tetapi penyakitnya 

bertambah paraJ1, (2) Kerugian immateriil atau kerugian idiil yaitu akibat dari 

perbuatan pelaku usaha tersebut ~onsumen menderita rasa sakit pada tubuhnya 

karena penyakit yang dideritanya semakin bertambah parah bahkan mahasiswa 

tersebut berat badannya tinggal 27 fg dan keluar darah dan hidung dan mulutnya. 

Adanya hubungan sebab akibat atau hubungan kausal antara perbuatan dengan 

kerugian yang dialami konsumen inipun terpenuhi, yaitu kerugian yang dialami 

konsllmen ini disebabkan karena perbuatan pelaku usaha yang melanggar hukum 

baik hukum yang terhllis mauplffi hukum yang tidak tertulis sehingga muncul 

kerugian. Hukum tertlliis yang dqanggar berupa ketentllan dari Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen yaitu pelaku usaha tidak memberikan kenyamanan, 

keamanan, dan keselamatan dalm1;1 mengkonsLUnsi bm·mIg dan/atall jasa kepada 

konsumen padahal konsumen sud&h melakukan kewajibannya dengan membayar 

biaya penyembuhan sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati, selain 1tu 

pdakll usaha juga telan melakukan itikad yang tidak baik dalam menjalankml 

II. 
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usahanya karena ia tidak mempu~yai kewenangan ataupun ijin usaha dari Dinas 

Kesehatan ataupun instansi terkait tetapi ia berani membuka atau menjalankan 

usahanya. 

Sedangkan hukum yang tidak tertulis yang telah dilanggar oleh pelaku usaha 

adalah menyangkut kesusilaan dan kepatutan karena tindakan mentransfer 

penyakit ke kambing bukanlah tindakan yang patut baik menurut hukum maupun 

agama karena dengan mentransfer penyakit ke kambing jelas merupakan tindakan 

penyiksaan terhadap hewan. Untllk lebih jelas dalam menentukan ada tidaknya 

hubungan kausal atau sebab akibat pada kasus ini dapat menggunakan dua teori 

tentang kausalitas yaitu Teori Adequate Veroorzaking (penyebaban yang bcrsifat 

dapat dikira-kirakan) yang dikemukakan oleh Von Kries. 29 Teori Adequate 

Veroorzaking ini mengajarkan bahwa yang dianggap sebagai sebab ialah 

perbuatan yang menurut akal sehat manusia sepatutnya atau sewajamya 

diperkirakan akan menimbulkan akibat itu. Kalau dikaitkan dengan kasus yang 

dibahas dalam skripsi ini maka j<r1as ada hubungan kausalitas yaitu perbuatan 

pelaku usaha yang tidak memiliki ijin usaha menurut akal sehat manusia dapat 

diperkirakan bahwa pelaku us aha tersebut tidak memiliki kealllian, keterampilan 

maupun Jatar beJakang pendidik.an yang dapat mendukung serta keahJiannya 

belum dapat dipertanggungjawabkan sehingga hal tersebllt memllngkinkan 

perbuatannya menimbulkan suam kesalahan yang akan merugikan pihak lain 

dalam hal ini adalah konsumen sel~ku pasiennya. 

29 Wirjono Prodjodikoro, loe.cit --, 
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Begitu pula Teori Conditio Sine Qua Non yang mengajarkan bahwa akibat 

tidak akan terjadi apabila sebab itu tidak ada, bila dikaitkan dengan kasus yang 
\ 

dibahas maka teori inipun dapat juga diterapkan yaitu kem6rian yang dial ami 

konsumen sebagai akibat itu tidak f11<an terjadi apabila tidak ada perbuatan pelaku 

usaha yang melakukan tnmsfer penyakit ke kambing yang melanggar peraturan 

pemndang-tmdangan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis sebagai sebab. 

Melihat bahwa semua tindakan pelaku usaha pengobatan altematif ini 

memenuhi unsur-tmsur Pasal 1365 B.W., maka pelaku usaha pengobatan altematif 

dapat dimintai tanggung jawabnya yaitu untuk memberikan ganti mgi atas 

kemgian yang dialami oleh konsumen dengan dasar gugatan perbuatan melanggar 

hukum. Maka karena telah terbukti bahwa pelaku usaha telah melakukan 

perbuatan melanggar hukum dan t~lah menimbulkan kerugian pada diri konsumen 

maka sudah selayaknya pelaku us aha memberikan ganti kemgian pada 

konsumennya. 

Bentuk ganti kemgian yang l~ams diberikan oleh pelaku usaha seperti yang 

diatur dalam Undang-Undang Perlindtmgan Konsmnen yaitu pasal 19 ayat 2 yang 

dapat bempa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang 

sejenis atau setara nilainya, at~u perawatan kesehatan dan/atau pemberian 

santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan penmdang-undangan yang 

berlaku. Peraturan pemndang-undangan yang berlaku disini sayajuga melihat dari 

B.W. pasal1371 yang menentukan ganti kerugian itu bempa : 

I 

Biaya yang diperlukan untuk p((nyembuhan luka atau cacatnya anggota badan. 

Serta kemgian yang disebabkan oleh luka atau cacatnya anggota badan itu. 
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Sedangkan untuk menentuka~ besamya ganti kerugian yang harus diberikan 

oleh pelaku usaha kepada konsumen, pada dasarnya hams berpegang pada asas 

bahwa ganti kemgian yang hams ?ibayar sedapat mungkin membuat pihak yang 

mgi dikembalikan pada kedudukan semula seandainya tidak terjadi kerugian atau 

dengan kata lain ganti kemgian menempatkan sejauh mungkin orang yang 

dimgikan dalam kedud~kan yang sehamsnya andaikata tidak terjadi perbuatan 

melanggar hukum, sehingga besamya ganti kemgian yang hams diberikan benar-

benar kemgian yang diderita dan juga hams melihat kemampuan atau besarnya 

kekayaan masing-masing pihak. 

Jadi ibu dan mahasiswa sebagai konsumen yang memakai jasa pelaku usal1a 

pengobatan altematif yang men~alami kerugian dalam kasus ini mendapat 

perlindungan hukllm berdasarkan Undang-Undang Perlindllngan Konsllmen No. 8 

Tahun 1999 dan dapat rnengajuka~ gugatan ke pengadilan dengan dasar perbuatan 

melanggar hukum apabila dengan jalan kekeluargaan tidak dapat diselesaikan 

yaitu bahwa ia berhak mendapa~an ganti kemgian danJatali kompensasi yang 

wujudnya dapat bempa biaya pel1yembuhan, ganti rugi terhadap kerugian lain 

yang dial ami dan/atau keuntungan lain yang seharllsnya didapat apabila ia tidak 

mengalami kerllgian akibat rnernakfli jasa pelaku usaha pengobatan alternatifyang 

meHmggar hukum tersebut. 
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l. Kesimpuian 

BABrV 

PENUTUP 

a. Konswnen merupakan pihak yang paling sering mengalami kerugian 

dalam kegiatan perdagaI1gan barang dan/atau jasa yang terjadi karena 

konsumen umumnya berada pada posisi yang lebih lemah dalam 

hubungannya dengan pengusaha atau pelaku usaha baik secara ekonomi, 

tingkat pendidikan, maup\ln kemampuan atau daya bersaing/daya tawar. 

01eh karena itu konsumen memang perlu mendapatkan perlindllngan 

atas hak dan kepentingaIUlya yang tidak dipenllhi oleh pelaku usaha 

melailli UU Perlindllngan Konsllmen No. 8 Tahun 1999. 

b. Konsumen pengobataIl "lternatif yang menggunakan jasa pelaku usaha 

pengobatan alternatif yang tidak memenllhi persyaratan yang ditentukan 

oleh peraturan perundang-undangan dan menimbulkaIl kerugian padanya 

mempunyai hal< lmtuk mrngajukan gugataIl ganti kerugian pada pelaku 

usaha pengobatan alternatif berdasaI"kan waIlprestasi jika sebelumnya 

antara konsumen dan pelfiku uSaha terdapat hubungan kontraktual atau 

ada perjanjiaIl mallpun perbuatan melan ggar hukum jika sebelumnya 

tidak ada perjanjiaIl sebagaimana ketentuan pasal 1365 B. W. dan pelaku 

usaha pengobatan alternatif yang telah terbukti melakukan perbuatan 

melaIlggar hukum dan menimbulkan kerugian pada konsumen mutlak 
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bertanggung jawab berdasarkan Undang-Undang memberikan 

kompensasi danlatau ganti kerugian pada konsumen. 

2. Saran 

a. Perlu adanya pembina'\fl dan pengawasan dari pemerintah terhadap 

pengobatan altematif atau tradisional yaitll diarahkan untllk 

meningkatkan mutu, mavfaat, dan keamanan pengobatan altematif serta 

lebib mendisiplinkan keharnsan adanya ijin bagi masyarakat dalam 

melakllkan segala kegiatan usaha mereka. Pembinaan dan pengawasan 

tersebut harns ·dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan KabupateniKota 

koordinasi dengan Kepala Puskesmas, lembaga-lembaga terkait atau unit 

pelaksana teknis yang d itugasi serta dengan para pelaku llsaha 

pengobatan alternatif 

b. Perlu adanya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh 

pernerintah khuslls tenta~g pengobatan altematif karena sampai sekarang 

peraturan perundang-undangan tersebut belum ada untuk menjamin hak­

hak dari konsumen yang menggunakan jasa pengobatan alternatif 

khususnya jika konsume? dirugikan akibat usaha pengobatan alternatif 

sehingga konsumen dapat menunlul hak-haknya. 
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